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 ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji implementasi riba dalam pinjaman online berbasis 
syariah pada PT Ammana Fintech Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran tentang riba pada pinjaman online berbasis syariah dan 
mendorong transaksi yang lebih adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan mengumpulkan data dari situs online dan website PT 
Ammana Fintech Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ammana 
Fintech Syariah menawarkan berbagai bentuk transaksi pinjaman yang sesuai 
dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. PT 
Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem sanksi atau denda atas 
keterlambatan pembayaran untuk mendorong disiplin dan ketaatan terhadap 
kewajiban pembayaran. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan sosial 
dan bukan sebagai pendapatan perusahaan. Penelitian ini memberikan 
kontribusi pada pemahaman tentang riba dalam pinjaman online berbasis 
syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. 
Penetapan denda telat bayar dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan 
ulama, dan tergantung pada penafsiran masing-masing. 
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1. PENDAHULUAN 

Platform pinjaman online berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat saat ini. Platform-

platform ini terdiri atas platform pinjaman yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Tercatat 

di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa jumlah platform pinjaman online di Indonesia berjumlah 125 

platform (Nenden Maya Rosmala Dewi, 2021). Sebanyak 10 platform yang berbasis syariah (Arafah, 2022). 

Pinjol Syariah (Pinjaman Online Syariah) ini menawarkan pinjaman yang bebas dari sistem riba kepada 

masyarakat Indonesia. Kehadiran platform ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang 

membutuhkan pembiayaan. Sepuluh platform pinjaman online berbasis syariah tersebut adalah PT 

Investree Radhika Jaya (Investree), PT Ammana Fintech Syariah (Ammana.id), PT Alami Fintech Sharia 

(Alami), PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT Qazwa 

Mitra Hasanah (Qazwa), PT Ethis Fintech Indonesia (Ethis), PT Kapital Boost Indonesia (Kapitalboost),  PT 

Piranti Alphabet Perkasa (Ppitupi Syariah), dan PT Berkah Fintech Syariah (Fintech Syariah) (Nurhaliza, 

2023). PT Ammana Fintech Syariah hadir sebagai pendukung kemajuan para pelaku UMKM. PT Ammana 

menjembatani para lender dengan para borrower yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui 

program halal crowdfunding. Selain itu, PT Ammana hadir sebagai P2P (Peer to Peer) lending syariah dengan 

menerapkan system non direct funding yang mewajibkan para borrower (para peminjam) menjadi bagian 

dari mitra keuangan Ammana Syariah (Glints, 2023). Oleh karena itu, PT Ammana Fintech Syariah sebagai 

perusahaan yang bergerak pada pinjaman online syariah sangat menarik untuk dikaji. Karena pinjaman 

online syariah dapat saja dijadikan sebagai cover untuk menarik empati nasabah, khususnya nasabah yang 

anti terlibat riba. 

Studi tentang impelementasi riba pada pinjaman online telah banyak dilakukan. Dari studi-studi 

tersebut dapat dipetakan menjadi tiga perspektif. Pertama, perspektif ekonomi islam (Nurjaman & Anwar, 

2022), (Asiyah, Yuliani, Amelia, & Nasiroh, 2020), (Saeful and Sulastri, 2021), (Badruzaman, 2019), (Rahayu 

& Nurhayati, 2020), (Alyaafi & Andhera, 2023), (Shaikh, 2023), (Harahap & Risfandy, 2022). Kedua, 

perspektif hukum (Choirunnisak, 2021), (Haqiqi, Ikhsan, & Fahruli, 2022), (Kurniawan, 2021), (Siti 

Kholifah, 2019), (Pardiansyah, 2022), (Wahid & Ridwan, 2022), (Hisan, 2019), (Wahid & Ridwan, 2022), 

(Latif, 2020). Ketiga, perspektif sosial (Wigati, 2022). Kemudian, ditambahkan tiga artikel jurnal lagi 

perspektif hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian (Masruroh, Diana, & Al-

Rasyid, 2021), penelitian  (Wiguna & Wirdyaningsih, 2022), dan penelitian (Umardani, 2021). Persamaan 

penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu sama-sama meneliti di PT Ammana Fintech Syariah, dan 

sama-sama membahas hukum ekonomi kontemporer di PT Ammana Fintech Syariah. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan dengan tiga penelitian terdahulu terletak pada fokus hukum ekonomi 

kontemporer yang digunakan. Di mana penelitian ini fokus pada hukum ekonomi kontemporer mengenai 

bentuk transaksi pinjaman, dan   pemberian denda atas keterlambatan pembayaran. 

Studi ini mengkaji tentang implementasi riba dalam pinjaman online berbasis syariah pada PT 

Ammana Fintech Syariah. Untuk menjawab permasalah tersebut peneliti mengajukan pertanyaan 

penelitaan yaitu: Pertama, bagaimana bentuk transaksi pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah? Kedua, 

apa konsekuensi yang diterapkan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengembalikan 

pinjaman? Studi ini mengkaji mengenai implementasi riba dalam pinjaman online berbasis syariah pada 

PT Ammana Fintech Syariah penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran terkait 

riba pada pinjaman online yang berbasis syariah, dimana dengan adanya penelitian ini akan lebih 

mendukung prinsip-prinsip keuangan Islam dan penolakan terhadap sistem riba. Selain itu akan 

mendorong transaksi yang lebih adil kepada masyarakat terutama pada platform pinjaman online yang 

berbasis syariah. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Riba 

Tambahan tertentu dari sebuah transasksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya pendanaan yang 

dibenarkan syariah atas tambahan tersebut dinamakan dengan riba (Al-Faizin, 2018).  Allah SWT 

mengharamkan riba, karena pelaku riba pada hari kiamat akan bangkit dari kubur, melainkan seperti 

berdirinya orang gila dan setan merakuinya (Antonio, 2001). Menurut Syeikh Sayyid Sabiq, riba terbagi atas 

4 macam yaitu: 1) Riba Nasi’ah; 2) Riba Fadhl; 3) Riba Qard; 4) Riba Jahiliyah(Muahammad Fakhrudin, Isti 

Nuzul Atilah, 2022). Tidak ada keraguan bahwa istilah riba secara tegas dilarang dalam semua agama 

Samawi, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Al-Qur'an sendiri, ada empat ayat yang melarang 

riba dan terdapat dalam empat surah yang berbeda. Dalam ayat-ayat tersebut, riba jelas-jelas dikutuk dan 

dilarang, bahkan dianggap sebagai dosa yang sangat serius (Gampito and Afridawati, 2017). Dalam Islam, 

riba dianggap sebagai dosa karena dapat menyebabkan kerusakan, sementara sedekah mengarahkan pada 

pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba bertujuan untuk mempromosikan sistem ekonomi yang 

lebih berperikemanusiaan, adil, menciptakan hubungan sosial yang seimbang, dan menganut nilai-nilai 

etika yang sejalan dengan ajaran Islam (Latif, 2020). 

2.2. Pinjaman Online Syariah 

Pengelolaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (fintech) dengan prinsip syariah 

menyediakan beberapa alternatif bagi pengguna layanan, baik sebagai peminjam maupun sebagai pemberi 

pinjaman. Dalam hal ini, skema yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan peminjam dan tetap 

sesuai dengan prinsip syariah. Penting bagi mereka untuk mematuhi ketetapan yang diberlakukan oleh 

regulator untuk memberikan layanan yang optimal, perlindungan, dan kepastian bagi pengguna layanan. 

Start-up yang bergerak di bidang pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi (fintech) umumnya 

menggunakan prinsip-prinsip seperti musyarakah, murabahah, qardh, dan wakalah bil ujrah dalam 

transaksinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, fintech berbasis syariah berusaha untuk 

menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kepatuhan, dan memberikan 

layanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa (Arafah, 2022). 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Data 

diperoleh dari situs-situs online, berita-berita online, dan webside yang berkaitan dengan objek yang akan 

diteliti. Website yang diteliti adalah website dari ammana.id dan applikasi PT Ammana Fintech Syariah. 

Dari website ini data dikumpulkan. Setelah data ditemukan, peneliti menelaah, mengkaji, dan 

menganalisis data tersebut dengan berbagai teori riba dan pinjaman online syariah. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Bentuk Transaksi Pinjaman Pada PT Ammana Fintech Syariah 

PT Ammana Fintech Syariah adalah perusahaan fintech yang beroperasi dengan prinsip-prinsip 

syariah. Sebagai perusahaan fintech, PT Ammana Fintech Syariah menawarkan berbagai bentuk transaksi 

pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan webside resmi PT Ammana Fintech Syariah 

(ammana.id) berikut adalah beberapa bentuk transaksi pinjaman yang dapat ditawarkan oleh PT Ammana 

Fintech Syariah:  

a. Murabahah Financing 

Berdasarkan pada webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa: 

“Nasabah akan membayar harga tersebut secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. Proses pinjaman murabahah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan 
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kepada PT Ammana Fintech Syariah. Setelah permohonan disetujui, PT Ammana Fintech Syariah akan 

membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah dengan menggunakan dana yang disediakan oleh 

perusahaan. Kemudian, PT Ammana Fintech Syariah akan menjual barang atau aset tersebut kepada nasabah 

dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah akan membayar harga pembelian tersebut secara 

bertahap sesuai dengan kesepakatan, biasanya dalam bentuk cicilan bulanan. Selama periode pembayaran, 

nasabah akan menjadi pemilik barang atau aset tersebut, tetapi PT Ammana Fintech Syariah tetap memiliki 

hak kepemilikan sebagai jaminan bagi pembiayaan yang diberikan” (ammana.id).  

Dalam rangka menjalankan pinjaman murabahah, PT Ammana Fintech Syariah mengikuti 

pedoman dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses dan transaksi yang dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara global. PT Ammana Fintech Syariah juga 

memberikan pelayanan yang terpercaya dan profesional kepada nasabahnya, termasuk dalam hal 

penilaian kelayakan pembiayaan, pengelolaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Dengan 

menggunakan pinjaman murabahah dari PT Ammana Fintech Syariah, nasabah dapat memperoleh 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung kebutuhan finansial mereka 

dengan cara yang adil dan berkeadilan (www.help.ammana.id). 

b. Mudharabah Financing 

Pada webside resmi PT Ammana dijelaskaan bahwa: 

“Pinjaman dengan akad Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara PT Ammana Fintech Syariah 

sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, PT 

Ammana Fintech Syariah menyediakan modal untuk usaha yang akan dikelola oleh nasabah. Proses pinjaman 

mudharabah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Ammana Fintech 

Syariah. Setelah permohonan disetujui, PT Ammana Fintech Syariah menyediakan modal yang dibutuhkan 

untuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan ini berbentuk modal yang akan digunakan oleh 

nasabah untuk mengembangkan usahanya” (ammana.id).  

Bagi nasabah yang menjadi pengelola usaha, mereka akan bertanggungjawab dalam mengelola 

modal yang diberikan oleh PT Ammana Fintech Syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha 

tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara PT Ammana 

Fintech Syariah dan nasabah. Namun, dalam pinjaman mudharabah, PT Ammana Fintech Syariah 

juga menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan sebagai imbalan atas modal yang 

disediakan. Imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase, yang disepakati 

sebelumnya antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Risiko kerugian usaha akan 

ditanggung oleh PT Ammana Fintech Syariah sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai 

pengelola usaha bertanggung jawab dalam mengelola usaha dengan sebaik-baiknya 

(www.help.ammana.id). 

c. Musyarakah Financing 

Pada webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa: 

“Pinjaman musyarakah pada PT Ammana Fintech Syariah adalah bentuk kerjasama antara PT Ammana 

Fintech Syariah dan nasabah sebagai mitra usaha. Dalam pinjaman musyarakah, kedua belah pihak berbagi 

modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pinjaman 

musyarakah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Ammana Fintech 

Syariah. Setelah permohonan disetujui, kedua belah pihak, yaitu PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah, 

menyepakati jumlah modal yang akan disediakan untuk usaha yang akan dijalankan. Dalam pinjaman 
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musyarakah, PT Ammana Fintech Syariah berperan sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah 

berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Modal yang disediakan oleh PT Ammana Fintech Syariah dan 

nasabah akan digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari 

usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara PT Ammana Fintech 

Syariah dan nasabah. Pembagian keuntungan dapat ditetapkan dalam persentase yang telah disepakati 

sebelumnya” (ammana.id). 

Risiko kerugian usaha dalam pinjaman musyarakah akan ditanggung bersama oleh PT Ammana 

Fintech Syariah dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang mereka sumbangkan. PT Ammana 

Fintech Syariah bertindak sebagai mitra usaha dan berbagi risiko dengan nasabah. Selama masa 

pinjaman musyarakah, PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah akan melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap usaha yang sedang berjalan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan 

penggunaan modal yang efektif dan keberlanjutan usaha yang menguntungkan bagi kedua belah 

pihak (www.help.ammana.id). 

Secara keseluruhan, PT Ammana Fintech Syariah menawarkan beragam model pembiayaan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian 

risiko. Dengan keunggulan dan keterbatasan masing-masing model, nasabah diberi kebebasan untuk 

memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial mereka, 

menunjukkan komitmen PT Ammana terhadap penyediaan solusi finansial yang etis dan inklusif. Ini 

mencerminkan upaya PT Ammana Fintech Syariah dalam menyediakan solusi pembiayaan yang tidak 

hanya beretika dan transparan, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah, menawarkan alternatif 

pembiayaan yang adil dan bertanggung jawab. 

Dengan mengoperasikan usahanya berlandaskan prinsip syariah, PT Ammana Fintech Syariah tidak 

hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga mengutamakan etika dan keadilan dalam setiap transaksi 

pembiayaan. Hal ini terlihat dari komitmen mereka pada pelayanan yang terpercaya dan profesional, 

meliputi penilaian kelayakan pembiayaan, pengelolaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi, yang 

semuanya menegaskan komitmen PT Ammana terhadap kepuasan nasabah dan kepatuhan pada prinsip 

syariah. Kepatuhan ini, yang diperkuat oleh pengakuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), menunjukkan integritas operasional PT Ammana. Selain itu, praktek monitoring dan 

evaluasi terhadap usaha yang dibiayai mencerminkan dedikasi PT Ammana terhadap keberlanjutan dan 

kesuksesan usaha nasabah. PT Ammana Fintech Syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang 

sesuai dengan hukum syariah tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan 

melalui produk dan layanannya, menunjukkan komitmennya dalam menyediakan solusi pembiayaan 

yang bertanggung jawab dan beretika. 

4.2. Konsekuensi Yang Diterapkan bagi Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Dalam 

Mengembalikan Pinjaman 

Dari hasil penelitian melalui aplikasi Ammana dan webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa: 

“PT Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran. Denda ini 

ditujukan untuk mendorong nasabah agar membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Besaran denda pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah biasanya akan diatur dalam perjanjian 

pinjaman atau kontrak yang ditandatangani antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Jumlah dan persentase 

denda akan bervariasi tergantung pada kebijakan internal perusahaan. Adapun prosedur dan mekanisme pengenaan 

denda pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah juga akan dijelaskan secara rinci dalam perjanjian pinjaman atau 

kontrak yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar nasabah memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban 
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mereka terkait pembayaran pinjaman, termasuk denda yang mungkin dikenakan dalam kasus keterlambatan 

pembayaran” (app.ammana.id). 

Dari pengamatan terhadap webside tanya jawab ammana, PT Ammana Fintech Syariah memberikan 

jumlah minimum pinjaman mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan 2 Milyar per unit melalui Virtual 

Account dan Rekening Dana Lender yang disiapkan Ammana. Dengan biaya admin sebesar Rp. 20.833,-. 

Selain itu Pendana akan dikenakan berbagai biaya saat melakukan pendanaan. Biaya-biaya tersebut antara 

lain: 

a. Biaya TTD digital sebesar Rp. 3.500.  

b. Biaya RDL sebesar Rp. 3.000.  

c. Upah pencairan untuk Ammana paling besar 1% (rata-rata 1%) dari total pendanaan, misal upah 1% 

mendanai Rp. 500.000 maka upah sebesar Rp. 5.000. 

d. Biaya channel pembayaran Rp. 3.000 (opsional) Jadi seorang pendana yang mendanai akan dikenakan 

biaya Rp. 11.500 – Rp. 14.500 (dengan besaran pendanaan 1 unit). 

e. Ta’zir keterlambatan jatuh tempo kepada nasabah peminjam sebesar Rp. 6.250,- per harinya. 

Dari rincian di atas, denda atau sanksi yang dimaksud adalah denda yang dikenakan kepada nasabah 

yang sudah mendapat SP3. Meskipun begitu pada dokumen akad tertulis bahwa denda dimaksudkan 

untuk mendisiplinkan mitra Ammana dan uang denda akan digunakan untuk dana sosial. Pengenaan 

denda juga dilakukan dengan melihat penyebab tertunda sesuai hasil evaluasi tim Ammana. Denda akan 

dikenakan setiap harinya sampai dengan 30 hari (termasuk surat peringatan 1 s/d surat peringatan 3 atau 

SP3) dan selanjutnya akan dilanjutkan proses hukum melalui Basyaranas (www.help.ammana.id). 

PT Ammma juga menjelaskan bahwa bahwa denda yang diterapkan kepada nasabah terlambat bayar 

adalah denda ta’zir. Maksud ta'zir disini mengacu pada sanksi atau denda yang diberlakukan kepada 

nasabah peminjam yang secara sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya, meskipun memiliki 

kemampuan untuk melakukannya. Ruslan (2020) menyebutkan bahwa dalam Fatawa Mausu'ah al-

Muamalat Maliyyah, disebutkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah dan lainnya menjelaskan pendapat Ibnu 

Taimiyah mengenai seseorang yang memiliki uang namun tidak membayarnya, padahal mampu untuk 

melakukannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa individu tersebut dapat dikenakan sanksi ta'zir karena 

menunda pembayaran utangnya, yang termasuk perbuatan zalim. Selain itu, sanksi dan denda juga dapat 

diterapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. DSN MUI, sebagai lembaga pengontrol kesyariahan 

dalam Perbankan Syariah, mengeluarkan Fatwa No. 17 tahun 2020 yang mengatur tentang denda ta'zir 

dalam kasus nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Menurut DSN-MUI, denda tersebut 

dapat dikenakan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki 

kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya. Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta'zir dengan 

tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Syaifullah,2021). Keberadaan denda 

dalam bentuk ta’zir harus disepakati oleh kedua belah pihak. Bila ada salah satu pihak yang tidak sepakat, 

maka boleh mangajukan keberatan terhadap pihak lainnya. Intinya, ta’zir ialah sanksi yang diberikan 

kepada nasabah (Mardani, 2015). 

Ta'zir merupakan denda yang dikenakan kepada nasabah yang tergolong dalam kategori II hingga V 

dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah. Karena tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, 

besaran denda harus disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah 

yang bersangkutan, dan kemudian diatur dalam akad. Namun, pendapatan yang diperoleh dari dana ta'zir 

dianggap sebagai pendapatan non-halal. Artinya, dana ta'zir tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang 

halal. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah harus mengalokasikan dana ta'zir tersebut untuk 

kepentingan sosial. Pemberlakuan ta'zir ini telah disepakati dalam akad atau perjanjian antara PT Ammana 
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Fintech Syariah dan nasabah. Namun, ta'zir yang diberlakukan oleh PT Ammana Fintech Syariah memiliki 

tujuan sosial. Artinya, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bagi PT Ammana Fintech Syariah, 

melainkan digunakan untuk kepentingan sosial yang mungkin termasuk dalam program CSR (Corporate 

Social Responsibility) atau bantuan amal. Dalam konteks syariah, pemberlakuan ta'zir bertujuan untuk 

mendorong disiplin dan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran. Dengan memberlakukan sanksi ta'zir, 

PT Ammana Fintech Syariah berupaya memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban mereka sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi 

syariah. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama, PT Ammana Fintech Syariah adalah perusahaan 

fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan berbagai bentuk 

transaksi pinjaman sesuai dengan prinsip syariah, seperti Murabahah Financing, Mudharabah Financing, dan 

Musyarakah Financing. PT Ammana Fintech Syariah mengikuti pedoman dan standar syariah yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memberikan 

pelayanan yang terpercaya dan profesional kepada nasabahnya. Dengan menggunakan model 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, PT Ammana Fintech Syariah menegaskan komitmennya 

terhadap keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Melalui praktek monitoring dan evaluasi, mereka 

juga mendukung keberlanjutan dan kesuksesan usaha nasabah. Dengan menyediakan solusi pembiayaan 

yang etis dan inklusif, PT Ammana Fintech Syariah menunjukkan komitmennya terhadap penyediaan 

solusi finansial yang bertanggung jawab. Melalui operasinya yang berlandaskan prinsip syariah, PT 

Ammana tidak hanya mematuhi hukum syariah, tetapi juga mengutamakan etika dan keadilan dalam 

setiap transaksi pembiayaan. Hal ini tercermin dalam komitmen mereka terhadap kepuasan nasabah dan 

kepatuhan pada prinsip syariah, serta dedikasi mereka terhadap keberlanjutan dan kesuksesan usaha 

nasabah melalui praktek monitoring dan evaluasi yang konsisten. Dengan demikian, PT Ammana Fintech 

Syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, menegaskan komitmennya dalam 

menyediakan solusi pembiayaan yang bertanggung jawab dan beretika. 

Kedua, penetapan denda atau sanksi yang diberlakukan oleh PT Ammana Syariah atas keterlambatan 

pembayaran kepada nasabah disebut dengan ta’zir. PT Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem 

sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman (ta’zir) sebagai upaya untuk mendorong 

nasabah agar membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Besaran 

denda ini akan diatur dalam perjanjian pinjaman atau kontrak yang ditandatangani antara PT Ammana 

Fintech Syariah dan nasabah, dan jumlah serta persentase denda dapat bervariasi tergantung pada 

kebijakan internal perusahaan.Ta'zir yang diberlakukan oleh PT Ammana Fintech Syariah memiliki tujuan 

sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dalam konteks syariah, pemberlakuan ta’zir oleh 

PT Ammana Fintech Syariah memiliki tujuan sosial, di mana denda tersebut tidak diakui sebagai 

pendapatan bagi perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan sosial seperti program CSR atau 

bantuan amal. Namun, pengenaan denda ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam 

akad atau perjanjian antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. 

5. KESIMPULAN 

Pada akhirnya studi ini menyimpulkan bahwa denda atau sanksi yang dikenakan oleh PT Ammana 

Fintech Syariah kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran tidak dapat dikategorikan 

kedalam riba, karena denda yang diberlakukan PT Ammana merupakan  sanksi yang yang memiliki tujuan 

sosial (bantuan amal) dan ditidak digolongkan oleh perusahaan kedalam pendapatannya melainkan 
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dimasukkan kepada CSR atau bantuan amal perusahaan. Jadi secara keseluruhan, PT Ammana Fintech 

Syariah berusaha menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan 

pelayanan yang profesional kepada nasabahnya. Namun, masalah penetapan denda dan sanksi dalam 

konteks keuangan syariah masih menjadi perdebatan para ulama dan tergantung pada penafsiran masing-

masing ulama. 
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